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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal 

apabila penyelenggaraan fungsi pemerintahan dijalankan secara profesional 

mengaplikasikan kemampuannya disegala bidang dan dapat diikuti dengan 

pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua 

sumber-sumber penerimaan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan daerah. 

 

Dinas Bina Marga Provinsi Lampung adalah salah satu instansi yang bergerak 

dalam bidang pemerintahan daerah yang kegiatannya mempunyai tugas 

wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pembangunan jalan dan jembatan. 

Dinas ini dibawah naungan pemerintah Provinsi Lampung. Dinas ini juga 

memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan 

pemeliharaan nasional dengan meningkatkan potensi dan kemampuan diri dengan 

cara meningkatkan penerimaan daerah dari sektor jalan dan pembangunan atau 

pemeliharaan jembatan. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kondisi jalan dengan meningkatkan laju pertumbuhan lalu 

lintas yang diakibatkan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi diwilayah 

Provinsi Lampung. 

Menurut teori prosedur pencairan dana merupakan pelaksanaan yang dilakukan 

untuk membiayai kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan 
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pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk 

membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan. Jasa pembangunan 

yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan 

daerah. 

 

Prosedur pencairan dana pada lembaga pemerintahan dilakukan oleh bagian 

keuangan. Bagian keuangan memulai proses pencairan dana belanja langsung 

dengan melihat hasil laporan realisasi anggaran dana belanja langsung tahun lalu 

yang telah dicapai lembaga pemerintah.  

 

Prosedur pencairan dana belanja langsung pada saat pengajuan dokumen 

pencairan dana ada ada dokumen yang tidak memenuhi, dan hanya memenuhi 

dokumen, yaitu: 

1. Surat pengantar surat perintah membayar(spm) 

2. Surat perintah membayar(spm) 

3. Surat pengantar surat permintaan pembayaran(spp) 

4. Singkasan surat permintaan pembayaran(spp) 

5. Bukti kas pengeluaran 

6. Berita acara pembayaran 

Pencairan dana tidak dapat dicairkan karena tidak sesuai dengan prosedur 

pencairan dana yang telah ditetapkan.  

Dokumen yang telah diajukan sebelumnya tidak memenuhi prosedur maka 

mengakibatkan dokumen akan dikembalikan untuk dimintai kelengkapannya dan 

pencairan akan mengalami keterlambatan. 
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Prosedur pencairan dana yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi adalah sebagai 

berikut:  

1. Surat pengantar surat perintah membayar(spm) 

2. Surat perintah membayar(spm) 

3. Surat pernyataan surat perintah membayar(spm) 

4. Surat pengantar surat permintaan pembayaran(spp) 

5. Singkasan surat permintaan pembayaran(spp) 

6. Rincian rencana penggunaan anggaran 

7. Bukti kas pengeluaran 

8. Berita acara pembayaran 

 

Pencairan dana diperlukan pengendalian yang tepat sesuai dengan prosedur 

pencairan dan agar terlaksananya pencapaian tujuan yang dicairkan dana 

anggaran, untuk membiayai kegiatan demi terlaksananya pembayaran diperlukan 

dalam bagian-bagian yang terlibat dalam melaksanakan prosedur pencairan dana 

belanja langsung.  

 

Prosedur pencairan dana belanja langung dilaksanakan oleh masing-masing 

bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Kontraktor/ rekanan  

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

3. Bendahara Pengeluaran 

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan 
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5. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran 

6. PPKD selaku Bud Pemda 

 

Latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis mencoba mengamati sejauh 

mana kesesuaian antara Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung pada Dinas 

Bina Marga Provinsi Lampung dengan ketentuan yang harus segera diproses 

kembali yang pada akhirnya Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung telah 

mengikuti atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.  

Dari kesimpulan penulis mencoba membahas “Apakah prosedur pencairan 

dana belanja langsung pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sudah 

sesuai dengan prosedur yang diterapkan?”. 

 

1.2 Batasan Masalah  

Batasan masalah disajikan oleh penulis membatasi masalah hanya pada 

pelaksanaan prosedur pencairan dana belanja langsung pada Dinas Bina Marga 

Provinsi Lampung tahun 2014 yang dibiayai oleh APBD. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Anggaran mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan operasional 

pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.secara umum bahwa 

permasalahannya adalah “Apakah prosedur pencairan dana belanja langsung pada 

Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sudah sesuai dengan prosedur yang 

diterapkan”. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui prosedur pencairan dana belanja langsung yang ditetapkan oleh 

Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. 

2. Mengetahui apakah pelaksanaan prosedur pencairan dana belanja langsung di 

Dinas Bina Marga Provinsi Lampung telah efektif dan efisien. 

 


